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Pasangan Calon Gubernur dan W akil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan W akil 

Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor Urut 1 (Satu). Berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus tanggal 27 Desember 2020 (co p y te r la m p ir), dalam hal ini memberi kuasa  

kepada:

1 )  V e r i  J u n a id i , S .H ., M .H .;

2 )  J a m il  B u r h a n u d d in , S .H .;

3 )  E f r iz a ,  S .H . M .H .L i

4 )  I k h w a n  F a h r o j ih , S .H .

5 )  S la m e t  S a n t o s o ,  S .H .;

6 )  I b n u s ip u t r a  R o m e lc o ,  S .H .

( N I A  1 5 .0 2 5 2 0 )

( N I A  0 8 .1 0 8 2 4 )

( N I A  1 5 .0 3 2 5 4 )

( N I A  0 7 .1 0 0 3 1 )

( N I A  0 2 .1 1 5 5 2 )

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum  Tim  Advokasi Hukum  Pasangan Calon  

Gubernur dan W akil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 1 ( P a s a n g a n  C a lo n  I r . H .  

M u ly a d i  -  D r s . H . A li M u k h n i)  pada Kantor Hukum  V e r i J u n a id i &  A s s o c ia t e s , yang  

berdomisili di Jalan Tebet Timur Dalam VIII Q Nomor 1, Tebet, Kota Jakarta Selatan, 

alamat em a il ver iju n a id i.a ssoc ia tes tyg m a il.co m , baik sendiri-sendiri maupun bersama- 

sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------------- P E M O H O N .

terhadap

K o m is i P e m il ih a n  U m u m  P r o v in s i S u m a te r a  B a r a t , berkedudukan di Jalan Pramuka 

Raya No. 9, Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat.

Selanjutnya disebut sebagai T E R M O H O N .

Dalam  hal ini mengajukan Permohonan  kepada  M ahkamah Konstitusi perihal Perselisihan  

Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan W akil Gubernur 

Sumatera Barat, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera  

Barat Nomor : 113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan W akil Gubernur Sumatera Barat Tahun  

2020, tanggal 20 Desember 2020, pukul 18:11 W IB. (Bukti P-1)
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I .  K E W E N A N G A N  M A H K A M A H  K O N S T I T U S I

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015  

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan W alikota menjadi 

Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah menjadi Undang- 

Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang  

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2020 tentang  Perubahan Ketiga atas Undang- 

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  

Pengganti Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2014 tentang  Pemilihan Gubemur, 

Bupati, dan W alikota M enjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan  

perolehan  suara  hasil pemilihan  diperiksa  dan diadili oleh  M ahkamah  Konstitusi 

sampai dibentuknya badan peradilan  khusus;

2. Bahwa Permohonan  Pemohon adalah perkara perselisihan  penetapan perolehan  

suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan W akil Gubemur Provinsi Sumatera 

Barat;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon M ahkamah 

Konstitusi berwenang memeriksa dan  mengadili perkara perselisihan penetapan  

perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan W akil Gubemur Provinsi 

Sumatera Barat Tahun 2020.

I L K E D U D U K A N  H U K U M  P E M O H O N

4. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan M ahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 

2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan  

Gubemur, Bupati, dan W alikota, (PM K  6/2020) menyatakan;

(1 ) P em o h o n  d a la m  p erka ra  p erse lis iha n  h a sil P em ilih a n  a d a lah  :

a . P a sa n g a n  C a lo n  G u b ern u r  d a n  W a kil G u b ern u r;

b . P a sa n g a n  C a lo n  B u p a ti d a n  W a kil B u p a ti;

c . P a sa n g a n  C a lo n  W a liko ta  d a n  W a kil W a liko ta ;  a ta u

d . P em a n tau  P em ilih a n  d a la m  h a l h a n ya  te rd a p a t sa tu  P a sa n g a n  C a lo n .
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5. Bahwa I R . H .  M U L Y A D I  dan  D r s . H . A L I  M U K H N I  selaku  pemohon adalah  

peserta pemilihan calon Gubernur dan W akil Gubernur Sumatera Barat tahun  

2020  berdasarkan  Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Provinsi Sumatera Barat 

Nomor: 63/PL.02.2-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020 tertanggal 23 September 2020  

Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan W akil 

Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020; ( B u k t i  P - 2 )

6. Bahwa  berdasarkan Keputusan  Komisi Pemilihan  Umum  Sumatera Barat Tahun  

2020 Nomor : 65/PL.02.3-Kpt/13/KPU-Prov/IX/2020, tanggal 24 September 

2020  tentang  penetapan Nomor  unit dan  daftar pasangan calon  peserta  pemilihan 

Gubernur dan W akil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020, Pemohon adalah  

peserta Pemilihan Calon Gubernur dan Calon W akil Gubernur di Provinsi 

Sumatera Barat Nomor Unit 1; ( B u k t i  P - 3 ) ;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon 

memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : 

113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil 

Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan W akil Gubernur Sumatera  

Barat Tahun 2020, dalam  Pemilihan Gubernur dan W akil Gubernur Sumatera  

Tahun 2020;

I I I .  T E N G G A N G  W A K T U  P E N G A J U A N  P E R M O H O N A N

8. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang  Nomor 10 tahun 2016  

Jo Pasal 7 ayat (2) Peraturan M ahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 yang  

pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam  jangka 

waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan  

perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan  Umum  Provinsi;

9. Bahwa Keputusan  Komisi Pemilihan  Umum  Provinsi Sumatera Barat Nomor : 

113/PL.02.6-Kpt/13/Prov/XII/2020, Tentang Penetapan perolehan suara hasil 

pemilihan Calon Gubernur dan W akil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun  

2020, yang diumumkan pada hari M inggu Tanggal 20 Desember 2020 Pukul 

18:11 W IB. Sehingga, 3 (tiga) hari kerja dimulai pada hari Senin tanggal 21  
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Desember 2020 Pukul 18:11 W IB sampai dengan hari Rabu tanggal 23  

Desember 2020;

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Permohonan a  

q u o  diajukan ke M ahkamah Konstitusi masih  dalam  tenggang waktu  pengajuan 

Permohonan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan  Perundang- Undangan.

I V .  P O K O K  P E R M O H O N A N

11. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, 

perolehan suara masing-masing Pasangan  Calon, sebagai berikut:

T a b e l 1

Perolehan Suara M asing-M asing Calon Gubernur dan W akil Gubernur

Sumatera Barat

No.

Unit
Nama Pasangan Calon Perolehan Suara

1. I R . H . M U L Y A D I  dan D r s . H .  A L I  

M U K H N I

614.447

2. NASRUL ABIT dan INDRA  CATRI 679.069

3. FAKHRIZAL dan GENIUS UM AR 220.893

4. M AHYELDI ANSHARULLAH  dan  

AUDY  JOINALDY
726.853

T o t a l  S u a r a  S a h 2 .2 4 1 .2 9 2

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat k e t ig a  dengan  

perolehan suara sebanyak 614.447 (enam  ratus empat belas ribu empat ratus 

empat puluh tujuh) suara.

12. Bahwa  menurut Pemohon, selisih  perolehan  suara Pemohon tersebut disebabkan 

oleh penyelenggaraan  Pemilihan Gubernur dan W akil Gubernur Sumatera Barat 

Tahun 2020  tidak berjalan secara  demokratis serta tidak berlandaskan pada asas 

pemilu  jujur dan adil (jurdil), khususnya dalam  proses penegakan hukum  yang  

tidak adil serta dipaksakan;
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13. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan W akil Gubernur Sumatera 

Barat Tahun 2020 khususnya “penegakan hukum” tidak menunjukkan prinsip 

eq u a lity dan ada upaya nyata yang dilakukan baik oleh kandidat lain maupun  

oleh Penyelenggara  Pemilihan  dalam  hal ini Sentra  Penegakkan Hukum  Terpadu  

(terdiri dari unsur Bawaslu, Kejaksaan  dan Kepolisian) tingkat pusat, yang  telah  

memaksakan  penetapan  tersangka  terhadap Pemohon;

14. Bahwa  penetapan Pemohon sebagai tersangka tersebut, meskipun pada  akhirnya 

dalam tahap penyidikan dinyatakan tidak cukup alat bukti, merupakan upaya 

Terstruktur, Sistematis, dan M asif, dengan tujuan menggembosi dukungan 

pemilih terhadap Pemohon, menjadikan pemilih Pemohon tidak menggunakan 

hak pilihnya (r ig h t to vo te) atau golput, dan mengalihkan pilihannya kepada 

pasangan calon lainnya;

15. Bahwa atas penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan W akil Gubemur 

Sumatera Barat Tahun 2020, berkenannya M ahkamah Konstitusi menilai dan  

memeriksa terlebih dahulu  proses, prosedur penyelenggaraan serta fakta adanya 

kecurangan yang menyebabkan ketidakadilan dalam penyelenggaraan 

pemilihan, sehingga memperlebar selisih suara antar pasangan calon, sehingga 

sejak awal dianggap tidak memenuhi ambang batas pengajuan permohonan  

sengketa hasil pemilihan kepala daerah ke M ahkamah Konstitusi [ v id e  P a s a l  

1 5 8  a y a t  ( 1 )  U U  1 0  T a h u n  2 0 1 6 ] , Selisih ambang batas suara yang terbentuk 

dari kesalahan prosedur dan praktik kecurangan dapat menutup fakta terjadinya 

kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Proses penyelesaian 

perselisihan hasil di M ahkamah Konstitusi digunakan sebagai justifikasi dan  

perlindungan  terhadap kecurangan yang tidak dapat tersentuh oleh hukum  dan  

mekanisme koreksi oleh M ahkamah Konstitusi melalui proses peradilan yang  

“terbuka, adil, dan  profesional” dalam  rangka mewujudkan pemilihan  yang  jujur 

dan adil;

16. Bahwa sebelum menilai tentang pemenuhan ambang batas selisih suara  

pemohon, berkenannya M ahkamah Konstitusi menilai dan memeriksa terlebih  

dahulu beberapa fakta yang menyebabkan selisih suara antara Pemohon dan  

Pihak  Perkait (Pasangan Calon  Nomor Urut 4) yang  ditetapkan  Termohon  yakni:

a . K eterlib a ta n  S en tra  P en eg a kka n  H u ku m  T erp a d u  B a w a slu  R 1  (G a kku m d u )  
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ya n g  te r  d ir  i d a ri u n su r  B a w a slu  R I, K eja ksa a n  R I  d a n  K ep o lisia n  R I  ya n g  

te la h m em aksa ka n  p en e ta p a n  P em o h o n seb a g a i T ersa n g ka a ta s d u g a a n  

P ela n g g a ra n T in d a k  P id a n a  P em ilih a n , m esk ip un  se la n g  b eb era p a  w a ktu  

d in ya ta ka n  tid a k  cu kup  a la t b u k ti seh in g g a  p en y id ika n  d ih en tika n ;

b . tid a k  b erja la n n ya  p en eg a ka n  h u ku m  seca ra  a d il d a n  p ro sed u r  ya n g  b en a r  

te rh a d a p  p en e ta p a n  P em o h o n  seb a g a i te rsa n g ka ;

c . p e la ng g a ra n  d a n  fa k ta  a d a n ya  u p a ya ya n g  te rstru k tu r , s is tem a tis, d a n  m a sif 

u n tu k m em p erleb a r se lis ih su a ra a n ta r p a sa n g a n ca lo n d en g a n ca r  a  

m em p u b lika sika n s ta tu s te rsa n g ka P em o h o n seca ra m a ssif m en je la n g  

p em u n g u ta n  su a ra  d a n  m a sa  ten a n g , seh in g g a  se ja k  a w a l d ia n g g a p  tid a k  

m em en u h i a m b a ng  b a ta s  p en g a ju a n  p erm o h o n a n  sen gke ta  h a sil  p em ilih a n  

kep a la  d a era h  ke  M a h ka m a h  K o n stitu s i',

Dengan kata lain, Pemohon berharap kiranya M ahkamah Konstitusi dapat 

memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ini, paling tidak seperti halnya 

6 Putusan mahkamah di 4 daerah pemilihan sebelumnya yang meskipun 

melampaui ambang batas tetap diperiksa dan dikabulkan akibat adanya 

pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif, atau adanya 

penyelenggaraan pilkada yang inkonstitusional. Beberapa contoh pilkada itu 

adalah  sebagai berikut;

N O . D a e r a h N o m o r  P u t u s a n  

M a h k a m a h  

K o n s t i t u s i

P u t u s a n

1 Kab. Tolikara 14/PHP.BUP-

XV/2017

Pemungutan Suara Ulang  

(PSU)

2 Kab. Puncak Jaya 42/PHP.BUP-

XV/2017

Pemungutan Suara Ulang  

(PSU)

3 Kab Intan Jaya 50/PHP.BUP-

XV/2017

Rekapitulasi

Penghitungan Suara

Lanjutan

4 Kab. Kepulauan  

Yapen

52/PHP.BUP-

XV/2017

Dikabulkan Sebagian
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(3 permohonan) 51/PHP.BUP-

XV/2017

Tidak Dapat Diterima 

(Kehilangan Objek)

53/PHP.BUP-

XV/2017

Tidak Dapat Diterima 

(Kehilangan Objek)

17. Bahwa  terhadap kecurangan  dan  pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan  

M asif, M ahkamah Konstitusi telah membuat yurisprudensi yang monumental 

dalam beberapa putusannya terkait terjadinya kecurangan dan pelanggaran 

dalam Pilkada dengan menggunakan pendekatan su b sta n tive  ju s tice dengan  

perluasan definisi “sengketa hasil penghitungan suara” dari yang bersifat 

matematis semata menjadi “sengketa yang terjadi selama proses Pilkada” yang  

dapat mempengaruhi perolehan suara. Adapun yurisprudensi yang  telah dibuat 

M ahkamah Konstitusi sebagai berikut:

a. M ahkamah dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D- 

VI/2008 (Pilkada Jawa Timur), menyatakan bahwa, D en g a n  d em ik ia n  , 

tid a k sa tu p u n  p a sa n g a n  ca lo n  p em ilih a n u m u m  ya n g  b o leh d iu n tu n g ka n  

d a la m  p ero leh a n su a ra a k ih a t te r ja d in ya p e la n g g a ra n ko n stitu s i d a n  

p rin s ip kea d ila n d a la m p en ye len gg a ra a n p em ilih a n u m u m ..., m a ka  

M a h ka m ah m em a n d a n g  p erlu m en cip ta ka n te ro b o sa n g u n a m em a ju ka n  

d em o kra si d a n m elep a ska n d ir i d a ri keb ia sa a n p ra k tek p e la ng g a ra n  

T erstru k tu r, S is tem a tis  d a n  M a sif  sep ertip erka ra  a  q u o  ...

b. Demikian pula dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 57/PHPU.D- 

VI/2008, M ahkamah menyatakan bahwa, “ ...b erd a sa rka n  K o n stitu s i d a n  

U n d a n g -U n d a n g  M K  ya n g m en em p a tka n  M a h ka m a h seb a g a i p en g a w as  

ko n stitu s i, M a h ka m a h b erw en a n g m em u tu s p erka ra p e la n g g a ra n a ta s  

p rin s ip -p r in s ip  p em ilu  d a n  p em ilu ka d a  ya n g  d ia tu r d a la m  U U D  1 9 4 5  d a n  

U U N om o r  3 2  T a h u n  2 0 0 4 ... ”  selain itu, M ahkamah  juga pemah memutus 

terkait perkara sengketa PHPUD dengan pertimbangan hukum “ ..b a h w a  

d a la m  m en g a w a l ko n stitu s i, M a h ka m a h  tid a k  d a p a t m em b ia rka n d ir in ya  

d ip asu n g o leh kea d ila n p ro ced u ra l (p ro ced u ra l ju s tice ) sem ata -m a ta , 

m ela in kan  ju g a  kea d ila n su b sta n sia l" . In i sesu a i d en g a n ka ed ah h u ku m  

m en yeb u tka n b a h w a  su b sta n si h u ku m  leb ih  p rio r ita s d ib an d ing  p ro sed u r  

h u ku m ;
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c. Dalam  pertimbangan  hukum  perkara  Nomor 79/PHPU.D-XI/2013, him 149  

(Pilkada Sumatera Selatan), M ahkamah menyebutkan bahwa, “ ...B a h w a  

d a la m  m en g em b a n  m isin ya M a h ka m a h  seb a g a i p en g a w a l ko n stitu s i d a n  

p em b eri kea d ila n tida k  d a p a t m em a in ka n  p era n n ya d a la m  m ew u ju d ka n  

c ita -cita  d a n  tu ju a n  n eg a ra  d a la m  m em berika n  kea d ila n  d a n  kese ja h tera an  

b a g i w a rg a  m a syara ka t  jika  d a la m  m en a n g a n i sen g ke ta  P em ilu ka d a  h a n ya  

m en g h itu n g  p ero leh a n su a ra seca ra m a tem a tis, seb a b ka la u d em ik ia n  

M a h ka m ah  tid a k  d a p a t a ta u  d ila ra n g  m em a su k i p ro ses  p era d ila n  d en g a n  

m em u tu s  fa k ta  h u ku m  ya n g  n ya ta -n ya ta  te rb u kti ten ta n g  te r ja d in ya  su a tu  

tin d a ka n h u ku m  ya n g  m en ced era i h a k-h a k a sa si m a n u sia , te ru ta m a  h a k  

p o litik . L eb ih  d a ri itu , a p a b ila  M a h ka m a h  d ip o sis ika n  u n tu k  m em b ia rka n  

p ro ses P em ilu  a ta u p un  P em ilu kad a  b erla n g su n g  ta n pa  ke tertib a n h u ku m  

m a ka p a d a a kh irn ya sa m a sa ja d en g a n m em b ia rka n te r ja d in ya  

p e la n g g a ra n  a ta s p rin s ip  P em ilu  ya n g  L u b er d a n  Ju rd il. J ika  d em ik ia n  

m a ka  M a h ka m a h  se la ku  in s titu s i n eg a ra  p em eg a n g  keku a sa a n  keh a k im a n  

h a n ya  d ip o sis ika n  seb a ga i “ tu ka n g  s tem p e l  ”  d a la m  m en ila i k in er ja  K o m isi 

P em ilih a n U m u m . J ika h a l itu  te r ja d i b era rti a ka n m elen cen g  ja u h  d a ri 

filo so fi d a n  tu ju a n  d ia d a ka n n ya  p era d ila n  a ta s  sen g ke ta  h a sil P em ilu  a ta u  

P em ilu kad a te rseb u t. T erleb ih  la g i b a n ya k  fa k ta  te r ja d in ya  p e la ng g a ra n  

ya n g b e lu m d a p a t d ise lesa ika n o leh p era d ila n u m u m ka ren a w a ktu  

p en ye lid ika n  a ta u  p en y id ika n  te la h  h a b is , sed a n g kan  K P U  d a n  K P U /K IP  

P ro v in s i/K a b u p a ten /K o ta h a ru s seg era m en e ta p ka n h a sil P em iluka d a  

sesu a i d en g a n  ten g g a t  ya n g  te la h  d iten tu ka n  o leh  U n d a n g -U n d a n g ;

d. Dalam  pertimbangan hukum  Putusan  Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, 

10 Desember 2010 (Putusan Pilkada Tanggerang Selatan, him 270), 

M ahkamah menyebutkan bahwa, “  ...M esk ip u n d em ik ia n , M a h ka m a h  

b erpen d ir ian  b a h w a  te rda p a t m o n ey  p o litic s  ya n g  d a p a t m em b a ta lka n  h a sil 

P em ilu ka d a ya kn i m o n ey p o litic s ya n g d ila ku ka n m ela lu i tin d a ka n  

te rstru k tu r b era rti d ila ku ka n o leh a p a ra t, b a ik seb a g a i p en ye len g g a ra  

p em ilu m a u p u n seb a g a i p en ye len g g a ra p em ilu m a u p u n seb a g a i 

p en ye leng g a ra p em erin ta h a n ; s is tem a tis b era rti d ila ku ka n d en g a n  

p eren ca n a a n d a n la n g ka h -la ng ka h s tru k tu ra l ya n g d en g a n n ya ta  

d im a ksu d ka n u n tuk m em en a n g ka n  P a sa n g a n C a lo n te r ten tu ; sed a n g ka n  
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m a sif  b era rti m em p en g aru h i se ju m la h  b esa r  p em ilih  a ta u  ko m u n ita s  ya n g  

tid a k  d a p a t  d ih itu n g ju m la h n ya  sa tu  p ersa tu . T erh a d a p  m o n ey  p o litic s  ya n g  

m em en u h i u n su r te rstru k tu r , s is tem a tis d a n  m a sif  sep erti itu , M a h ka m a h  

d a p a t m em b a ta lka n h a sil  p em u n g u ta n  su a ra  P em ilu ka d a , d en g a n  ca ta ta n  

b a h w a  a sp ek  p id a n a n ya  te ta p  d a p a t d ip ro ses ke  p en g a d ila n  u m u m , seb a b  

M a h ka m a h  tid a kp ern a h  m em utu sperka ra  d a la m  ko n teksp id a n a ...

e . Dalam pertimbangan hukum Poin [3.6] dalam perkara Nomor. 

24/PHP.BUP-XIV/2016,12 M ei 2016  (Putusan Pilkada M amberamo Raya, 

him. 115), M ahkamah menyebutkan bahwa, “m enu ru t M a h kam a h , a d a n ya  

p e lib a ta n  o kn u m  a p a ra t K ep o lis ia n  (in ca su  2 0  o kn u m  a n g g o ta  B rim o b )  

.................................................. tin d a ka n  ya n g m ela n g g a r p rin s ip  

la n g su n g , u m u m , b eb a s, ra h a sia , ju ju r , d a n a d il. M a h ka m a h ko n sis ten  

d en g a n p u tu sa n M a h ka m ah seb e lu m n ya  ya n g tid a k m em b eri to le ran si 

te rh a d a p  p e la n g g a ra n  ya n g  m en yeb a b ka n te r la n g g a rn ya  p rin s ip -p r in s ip  

d im a ksu d ” .

f Dalam pertimbangan hukum Poin [3.7] dalam perkara Nomor. 

24/PHP.BUP-XIV/2016,12 M ei 2016  (Putusan Pilkada M amberamo Raya, 

him. 115), M ahkamah menyebutkan bahwa, “m en u ru t M a h ka m a h , te la h  

te rb u k ti m en u ru t h u ku m te r ja d in ya p e la n g g a ra n ser iu s  

........................................... ya n g  m en ced era i p rin s ip  p en ye len g g a ra a n  

P ilka d a  ya n g  d em o kra tis seh in g g a  h a sil p em u n g u ta n  su a ra u la n g tid a k  

m en cerm in ka n  su ara  ya n g  sesu n g g u h n ya  d a ri  p a ra  p em ilih . H a l in i seca ra  

n ya ta  te r  I  th a t d a ri h a sil p ero leh a n su a ra

............................................................... ya n g  m en u n ju kka n  a d a n ya  p en u ru n a n  

seca ra  sa n g a t s ign ifika n  a n ta ra  ju m la h  p em ilih  seb e lu m  d ila ksa n a ka n n ya  

P S U  d a n  se te la h  P S U ‘,

18. Bahwa proses Pilkada Sumatera Barat dilaksanakan dengan melanggar asas 

bebas, jujur dan adil (Ju rd iT ). Pelanggaran asas b eb a s , ya kn i seh a ru sn ya  

p em ilih m en d a p a tka n in fo rm a si ya n g b en a r d a n u tu h seh in g g a d a p a t 

m en gg u n a kan h a k  p ilih  seca ra b eb a s ta n p a te rm a n ip u la s i o leh in fo rm a si  
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ya n g  tid a k  b en a r  a ta u  p a lin g  tid a k  in fo rm a si  ya n g  te lah  d id esa in  sed em ik ia n  

ru p a  seh in g g a  p em ilih  d a la m  m en g gu n a ka n  p ilih a n n ya  te la h  te rcem a r o leh  

in fo rm a si  ya n g  te la h  te rm a n ip u la s i. A p a la g i, in fo rm a si itu  te lah  d iseb a rka n  

seca ra  m a ssif  m ela lu i  ja r in g a n  m ed ia  kh u su sn ya m ed ia  e lek tro n ik / o n lin e /  

m ed ia  so sia l m en je la n g  h a ri  p em u n g u ta n  su a ra  d a n  m a sa  ten a n g ;

19. Bahwa menjelang pemungutan suara, telah dilakukan penetapan tersangka  

yang menurut penalaran yang wajar bertujuan untuk membangun citra buruk  

terhadap Pemohon, yang meskipun pada akhirnya penyidikan terhadap 

Pemohon dihentikan dengan alasan tidak cukup alat bukti. Penetapan  

tersangka  itu  dilakukan secara singkat menjelang pemungutan suara dan masa 

tenang yakni 4 Desember 2020 penetapan sebagai tersangka, 9 Desember 

2020 pemungutan suara, dan tanggal 11 Desember 2020 terbit penghentian 

penyidikan dengan  alasan tidak cukup alat bukti. Proses ini terang benderang 

telah melanggar asas ju rd il yakni dilakukan dengan menggunakan struktur 

penegak hukum, secara sistematis menggunakan proses penegakan hukum  

dan secara massif melibatkan pemberitaan media yang meluas.

20. Bahwa Pemohon seharusnya tidak dapat dikenakan sanksi pelanggaran 

kampanye di luar jadwal jika itu dilakukan berdasarkan penegakan hukum  

yang  jujur dan adil. Akan  tetapi karena adanya dugaan secara Terstruktur dan  

Sistemik untuk menjadikan Pemohon sebagai tersangka, maka pemilihan 

tidak berjalan adil. Apalagi, ada upaya yang secara masif dilakukan untuk  

mempublikasikan status tersangka Pemohon melalui media secara masif. 

Apalagi setelah  dilakukan  proses penyidikan yakni 2 hari setelah  pemungutan  

suara, K e p o l is ia n  R e p u b lik  I n d o n e s ia  m e n g e lu a r k a n  S u r a t K e t e ta p a n  

B a d a n  R e s e r s e  K r im in a l P o lr i  D ir e k t o r a t  T in d a k  P id a n a  U m u m  N o m o r :

S .T a p /1 5 6 .4 c /X I I /2 0 2 0 /D it t ip id u m  t e n t a n g P e n g h e n t ia n P e n y id ik a n  

b e r t a n g g a l 1 1 D e s e m b e r 2 0 2 0 y a n g m e n y a t a k a n p e r k a r a a quo 

d ih e n t ik a n  k a r e n a  “ t id a k  t e r d a p a t  c u k u p  b u k t i” . Oleh karena itu proses 

penetapan tersangka terkesan terburu-buru dan dipaksakan yakni 5 hari 

sebelum  pemungutan suara dan disebarkan secara masif disebarkan melalui 

media telah secara sempurna dibangun untuk melakukan penggembosan  

terhadap elektabilitas Pemohon dengan meracuni pertimbangan pemilih  

dimasa tenang dengan status tersangka Pemohon yang sejak awal patut 
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diduga telah didesain mulai dari proses penetapan tersangka sampai dengan 

penyebaran;

21. Bahwa penyelenggaraan Pilkada Sumatera Barat tidak memenuhi prinsip  

e lecto ra l  ju s tice  sys tem  yang merupakan aspek penting menentukan keadilan 

dan integritas penyelenggaraan pemilihan. Untuk menilai keterpenuhan 

prinsip-prinsip EJS, International IDEA menerbitkan E lec to ra l Ju stice  S ystem  

A ssessm en t G u id e  yang terdiri atas 40 aspek penilaian yang merupakan  turunan  

dari 13 kategori: keadilan (fa irn ess), legitimasi (la w fu ln ess), profesionalisme 

(p ro fessio n a lism ), transparansi (tra n sp a ren cy ), aksesibilitas (a ccessib ility ), 

ketepatan waktu (tim elin ess), pendidikan/peningkatan kesadaran  

(ed u ca tio n /a w a ren ess-ra is in g ), independensi (in d ep en d en ce), imparsialitas 

(im p a rtia lity ), efisiensi dan efektivitas (e ffic ien cy a n d e ffec tiven ess), 

akuntabilitas (a cco u n ta b ility ), inklusivitas (in c lu s iv ity ), dan adaptabilitas 

(a d a p ta b ility ) ',

22. Pelaksanaan Pilkada Sumatera Barat menimbulkan potensi titik-titik  

pelanggaran EJS yang berdampak pada hasil pemilihan yang berkeadilan. 

Berikut merupakan  titik-titik pelanggaran yang dimaksud:

T a b e l  I

T in ja u a n  Electoral Justice System

N o . P e la n g g a r a n

1. F a irn ess '.

“P em o h o n tid a k d ip er la ku ka n seca ra fa ir o leh K ep o lis ia n R I d a n  

G a kku m d u  (B a w a slu , K ep o lisia n , K eja ksa a n )  a ta s  p en e ta p a n  te rsa n g ka  

d u g a a n p e la n g g a ra n  w a ktu  ka m p a n ye  d i lu a rja d w a l" .

2. L a w fu ln ess'.

“H a k  d a n  p erlin d u ng a n  u n tu k  m em p ero leh  ja m in a n  d u e  p ro cess o f  la w  

d ia tu r  d i d a la m  P a sa l 2 7  A ya t (1 ) d a n  P a sa l 2 8 D  A ya t (1 ) U U D  1 9 4 5 . 

N a m u n  d a la m  ka sus  in i,  ja m in a n p erlin d u n g a n  te rseb u t  tid a k  d ija la n ka n  

o leh  p en eg a k  h u ku m  d a n m a la h d ig u n a ka n u n tuk m en gkrim in a lisa s i  

P em o h on .

H u ku m  p em ilu  ya n g  d ia tu r  d a la m  U U  P em ilih a n  K ep a la  D a era h  tid a k  

d iim p lem en ia sika n  seca ra  ko n sisten  d a n  d ig u n a ka n  seb a g a i a la l u n tu k  

m en g krim in a lisa s i  ka n d ida t te r ten tu ” .
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3. In d ep end en ce:

“S eca ra  yu rid is , in d ep en d en si a p a ra t p en eg a k h u ku m  te la h d ia tu r d i 

d a la m  U U  N o . 2 T a h u n  2 0 0 2  ten ta n g  K ep o lis ia n  d a n U U  P em ilih a n  

K ep a la D a era h . N a m u n p a d a p ra k tikn ya , in d ep en d en si itu tid a k  

te rcerm in d en g a n a d a n ya u p a ya  p en ya la h g u n a a n keku a sa a n a p a ra t 

p en eg a k  h u ku m  u n tuk  m em en a n g ka n  p en ca lo n a n  ka n d id a t te r ten tu  a ta u  

p a lin g  tid a k  te la h  m eru g ika n  P em o h o n  ” .

4. Im p a rtia lity :

“S eca ra  yu rid is , im p arsia lita s a p a ra t p en eg a k  h u ku m  te la h  d ia tu r d i 

d a la m  U U  N o . 2 T a h u n  2 0 0 2  ten ta n g  K ep o lisia n  d a n U U  P em ilih a n  

K ep a la D a era h . N a m u n p a d a p ra k tikn ya , im p a rsia lita s itu tid a k  

te rcerm in d en g a n a d a n ya u p a ya d u g a a n  p en ya la h g u n a a n kekua sa a n  

a p a ra t p en eg ak h u ku m u n tu k m em en a n g ka n p en ca lo na n ka n d id a t 

te r ten tu  a ta u  p a lin g  tid a k  te la h  m eru g ika n  p em o ho n

23. Bahwa bentuk kecurangan dan pelanggaran terhadap asas jujur dan adil yang  

dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan M asif tersebut dilakukan melalui 

serangkaian tindakan sebagai berikut:

T a b e l I I  

P e la n g g a r a n  T e r s t r u k t u r , S is t e m a t is , d a n  M a s if  U p a y a  K r im in a l i s a s i 

P e m o h o n  M e n j e la n g  P e m u n g u t a n  S u a r a

N o . B e n t u k  P e la n g g a r a n  d a n  K e c u r a n g a n

1. P e n e g a k a n  H u k u m  a t a s D u g a a n  T in d a k  P id a n a P e m ilu  y a n g  

d i la k u k a n  o le h  P e m o h o n  d ip a k s a k a n b e r la n g s u n g  c e p a t d a n  

T id a k  F a ir

“B a h w a  u p a ya  p en eg a ka n  h u ku m  d u g a a n tin d a k  p id a n a  p em ilu  ya n g  

d ila ku ka n o leh P em o h o n d id esa in u n tuk m en g g em b o si e lekta b ilita s  

P em o ho n d a n seca ra n ya ta te la h m eru g ika n P em o h o n . P ro ses  

p en a n ga n a n  p e la n g g a ra n d i B a w a slu  R I d ila ku ka n  seca ra  cep a t d a n  

d id esa in a g a r P em o h o n tid a k m em ilik i w a ktu ya n g cu kup u n tu k  

m en g h a d iri d a n  m em b erika n  p ro ses  k la r ifika si  ya itu  p ro ses  ka jia n  a w a l 

d a n  k la r ifika s i te rha da p  P em o ho n  d ila ku ka n seca ra  b ersa m a an  ya itu  

a n la ra  ta n g g a l 1 7 -2 0  N o vem b er 2 0 2 0 . A ka n  te ta p i p a d a  ta n g g a l 2 1  

N o vem b er  2 0 2 0  K etu a  B a w a slu  la n g su n g  m en eru ska n  p ro ses  ke  ting ka t 

p en y id ika n . P a d a ta n g ga l 4 D esem b er 2 0 2 0 P em o h o n d ite ta p ka n  

seb a g a i te rsa n g ka  (5  h a ri seb elu m  p em u n g u ta n  su a ra ) d a n  p ro sesn ya
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p en y id ika n n ya d ih en tika n  p a d a ta n g g a l 1 1 D esem b er 2 0 2 0 (2 h a ri 

se te la h  p em u ng u tan  su a ra )  d en g a n  a la sa n  b u k ti tid a k  cu kup

2 D u g a a n T in d a k P id a n a P e m ilu y a n g d i la k u k a n P e m o h o n  

d ip a k s a k a n  m e m e n u h i u n s u r  P e la n g g a r a n  K a m p a n y e  D i lu a r  

J a d w a l

“B a h w a  P em o h o n  ya n g  d iu n d a n g  T V  O n e  seb a g a i n a ra su m b er  d a lam  

a ca ra co ffe b rea k T V  O n e d ip a ksa ka n u n su r-u n su rn ya m em en uh i  

p e la n g g a ra n ka m p a n ye d i lu a r ja d w a l” d a n d ip a ksa ka n p ro ses  

p en eg a ka n  h u ku m n ya . P a d a h a l su d a h  a d a  h a sil ka jia n  d a ri K o m isi 

P en y ia ra n R I ya n g  m en ya ta ka n p eris tiw a te rseb u t b u ka n seb a g a i 

ka m p an ye  d i lu a r  ja d w al  d a n  tid a k  m em en u h i u n su r  ka m p an ye  d i lu a r  

ja d w a L

3 T e r d a p a t  K e s a la h a n  A d m in is t r a s i  ( m a la d m in is t r a s i )  B a w a s lu  R I  

d a la n  P r o s e s  P e n a n g g a n a n  P e la n g g a r a n

“ B a h w a  B a w a slu  R I m ela ku ka n  3 kesa lah a n  a d m in is tra s i te rh a d a p  

p en a n g a n a n  la p o ra n  d u g a a n  p e lan g g a ra n  ka m p a n ye  d i lu a r  ja d w a l, 

ya itu : Pertama la p o ra n d u g a a n p e la n g g a ra n ka m p an ye d i lu a r  

ja d w a l su d a h  d ila po rka n  d a n  d ip ro ses  o leh  B a w a slu  S u m a tera  B a ra t  

a ka n te ta p i B a w a slu R I tid a k m en in d a k la n ju ti p ro ses p en g a m b il 

a lih a n la p o ra n b erd a sa rka n su ra t p erm o h o n a n d a ri B a w a slu  

P ro v in s i S u m a tera  B a ra t” . K ed u a , B a w a slu  R I tid a k cerm a t d a la m  

m ela ku ka n  ka jia n  a w a l te rh a d a p  2  (d u a ) la p o ra n  b a ru ya n g  m em ilik i 

kesa m a a n  S u b yek T erla po r  d a n  O b jek  L a p o ra n  ya n g  m a n a  te rd a p a t  

la p o ra n te rd a h u lu  ya n g sed a n g d itan g a n i o leh B a w a slu  P ro v in s i 

S u m a tera B a ra t. Ketiga, B a w a slu R I tid a k m em fa silita si p ro ses  

k la r ifika si ya n g  cu ku p  kep a da  P em o h on (T er la p o r) d a n  sa ks i-sa ks i  

d en g a n m en gg u n a kan m eto d e k la r ifika si d a rin g d a n te ta p  

m em a ksa ka n u p a ya k la r ifika s i d ila kuka n d i K a n to r B a w a slu R I  

seh in g g a m en g a kib a tka n P em o h on tid a k m en d a p a tka n  kesem p a ta n  

ya n g  cu ku p  u n tu k  m ela ku ka n  k la r ifika s i.

4 P e n e t a p a n S t a t u s P e m o h o n S e b a g a i T e r s a n g k a S a n g a t

D ip a k s a k a n

“B a h w a  p en e ta p a n  s ta tu s P em o h o n  seb a g a i T ersa n g ka  d ip a ksa ka n

d ite rb itka n m en je la n g m a sa ten a n g d a n m en je la n g  p em u n g u ta n

1 4



su a ra  ”  ya itu  p a d a  ta n g g a l 4  D esem b er  2 0 2 0 , seh in g g a  p a tu t d id u g a  

p en e ta p a n  te rseb u t d id esa in u n tu k m em p en g a ru h i p siko lo g i p em ilih  

ya n g a ka n m en g gu n a ka n h a k  p ilih n ya  p a d a ta n g g a l 9 D esem b er  

2 0 2 0 . S e la n ju tn ya ta n g g a l 1 1 D esem b er 2 0 2 0  p ro ses p en y id ika n  

d u g a a n tin da k p id a n a  ya n g d ila kuka n o leh P em o h o n d ih en tika n  

(S u ra t K eteta p a n  P en g h en tia n  P en y id ika n ) d en g a n  d a sa r  b u k ti tid a k  

cu ku p .

5 A d a  u p a y a  m a s if  u n t u k  p u b l ik a s i p e n e t a p a n  P e m o h o n  s e b a g a i  

T e r s a n g k a

“B a h w a te rh a d a p s ta tu s p en e ta p a n P em o h on seb a g a i te rsa n g ka  

te rd a p a t u p a ya  u n tu k  m em p u lika sika n  seca ra  m a ssif ya n g  d ila ku ka n  

o leh  B a reskr im  P o lr i m ela lu i D iv is i H u m a s  P o lri. S e la in  itu , te rd ap a t  

p en g g ir in g a n o p in i m ela lu i m ed ia resm i D ivis i H u m a s P o lr i 

“ T rib ra ta T V ” , d a n  p en yeb a ra n m a sif d ila kuka n o leh ka d er P K S  

m ela lu i m ed ia  so sia l” , h a l in ip a tu t  d id u g a  m eru p a ka n  u p a ya -u p a ya  

seca ra  m a sif  u n tu k  m em p en g a ru h i  p siko lo g ip em ilih  d a n  u p a ya  u n tu k  

m en g g em b o si e lek ta b ilita s P em o ho n . A p a la g i b erd a sarka n d a ta  

a n a lisa  m ed ia  te rh ad a p  p en e ta p a n  te rsan g ka  itu , te lah  seca ra  m a ssif 

m en g a k ib a tka n p em ilih te rpa p a r in fo rm a si P em o h o n seb a g a i 

te rsa n g ka .

24. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan atas hasil perhitungan suara Pilkada 

Provinsi Sumatera Barat, yang hasilnya memenangkan Pasangan Calon Nomor 

Urut 4, karena proses penyelenggaraan pemilihannya terlaksana dengan adanya  

pelanggaran-pelanggaran  yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif  yang  

dapat Pemohon  jabarkan lebih detail sebagai berikut :

A .  P e n e g a k a n H u k u m  a t a s D u g a a n T in d a k  P id a n a P e m ilu y a n g  

d i la k u k a n  o le h  P e m o h o n  d ip a k s a k a n  b e r la n g s u n g  c e p a t  d a n  T id a k  

F a ir

1. Bahwa Pemohon pertama kali dilaporkan atas dugaan 

pelanggaran kampanye di luar jadwal oleh Tim  Hukum  M ahyeldi- 

Audy (Paslon Nomor 4) atas nama M iko Kamal selaku  koordinator 

Tim  Hukum  pada tanggal 12 November 2020 di Bawaslu Provinsi 

Sumatera Barat;
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2. Bahwa pada tanggal 17 November 2020, Pemohon kembali 

dilaporkan di Bawaslu RI atas dugaan pelanggaran yang sama 

yaitu kampanye di luar jadwal oleh Y o g i R a m o n S e t ia w a n  

dengan dikuasakan Advokatnya dari Tim Advokasi Pilkada 

Sumbar (TAPS) diregister dengan Laporan Nomor 

14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 dan Laporan oleh L e s m a n a  

diregistrasi dengan Laporan Nomor 15/ 

REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020;

3. Bahwa Bawaslu RI melakukan proses kajian awal terhadap 2  

Laporan tersebut untuk menilai keterpenuhan syarat formil dan  

materil bersamaan dengan proses klarifikasi (penyelidikan) 

kepada Pemohon. Bawaslu RI mengirimkan satu kali undangan  

klarifikasi, dengan undangan klarifikasi kedua bertanggal 19  

November 2020 (Bukti P-4). Pemohon tidak dapat hadir karena 

berada di Kota Padang sedangkan  tempat klarifikasi dilakukan di 

Kantor Bawaslu RI di Jakarta. Padahal pada tanggal tersebut, 

merupakan masa paling krusial dalam tahapan kampanye yang  

menuntut Pemohon tetap berada di Propinsi Sumbar untuk  

berkampanye. Sehingga, mestinya pemeriksaan dapat dilakukan  

oleh Bawaslu Sumbar;

4. Bahwa Bawaslu RI hanya melakukan 1 (satu) kali panggilan dan  

tidak memberikan ruang yang memadai kepada Pemohon untuk  

melakukan klarifikasi atau pembelaan diri secara d a rin g  

sebagaimana diatur dalam  ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) 

Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020. Selain melanggar ketentuan a  

q u o , Bawaslu RI melanggar prinsip d u e  p ro cess o f  la w , di mana 

Pemohon tidak diberi haknya untuk melakukan pembelaan diri 

secara d a rin g  sesuai Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) Perbawaslu  

Nomor 8 Tahun 2020;
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5. Bahwa Bawaslu RI justru langsung menerbitkan Surat Ketua  

Bawaslu Nomor 0771/K.Bawaslu/PM .06.00/XI/2020, tanggal 21  

November 2020 perihal penerusan tindak pidana pemilihan, 

tanggal 21 November 2020 meneruskan laporan kepada 

Dittipidum  Bareskrim  Polri;

6. Bahwa  terhadap  Surat Ketua Bawaslu RI tersebut pada tanggal 23  

November 2020 diterbitkan  Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) 

Nomor SP.Sidik/1212.2a/XI/2020/Dittipidum;

7. Bahwa atas proses penyidikan tersebut, tanggal 4 Desember 2020, 

Dittipidum Bareskrim Polri melalui Surat Ketetapan Nomor: 

S.Tap/81/XII/2020/Dittipidum menetapkan Pemohon sebagai 

tersangka (Bukti P-5). Proses Pemohon sebagai Tersangka patut 

diduga merupakan  upaya untuk  mengkriminalisasi Pemohon agar 

elektabilitas Pemohon turun karena prosesnya dilakukan “5 h a ri 

seb e lu m  p em u n g u ta n su a ra . S e la in itu , sem ak in te ra n g  P em o h o n  

d ikr im ina lisa s i a d a la h p ro ses p en y id ika n n ya d ih en tika n p a d a  

ta n g g a l 1 1 D esem b er 2 0 2 0 m ela lu i S u ra t P en e ta pa n N o m o r. 

S.Tap/156.4c/XII/2020/Dittipidum tentang Penghentian 

Penyidikan (2  h a ri  se tela h p em u n g u ta n  su a ra ) d en g a n  a la sa n  tid a k  

te rda p a t cu kup  b u k ti', (Bukti P-6)

B .  D u g a a n T in d a k P id a n a P e m ilu y a n g d i la k u k a n P e m o h o n  

d ip a k s a k a n m e m e n u h i u n s u r P e la n g g a r a n K a m p a n y e D i lu a r  

J a d w a l

1. Bahwa Bawaslu RI dalam menjalankan kewenangan untuk  

mengkaji Laporan Yogi Ramon Setiawan diregister dengan  

Laporan Nomor 14/REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020 dan Laporan 

oleh Lesmana diregistrasi dengan Laporan Nomor 15/ 

REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020, memaksakan peristiwa yang  

dituduhkan kepada Pemohon yang merupakan narasumber pada 

acara Coffe Break  TV  One tanggal 12 November 2020 memenuhi 

unsur dugaan pelanggaran Pasal 187 ayat (1) UU  Pilkada.
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Bahwa unsur-unsur Pasal 187 ayat (1) UU  Pilkada yaitu:

a. Setiap orang;

b. Dengan sengaja;

c. M elakukan kampanye;

d. Di luar jadwal yang ditetapkan KPU  Provinsi.

2 . Bahwa program  Coffe Break TV  One tanggal 12 November 2020  

adalah  program  penyiaran  dan bukan  untuk kampanye di lembaga  

penyiaran. Selain itu, Pemohon hadir memenuhi undangan dari 

TV One bukan inisiatif dari Pemohon sehingga apabila terdapat 

hal-hal yang dapat dinilai sebagai kampanye maka yang  

bertanggungjawab sepenuhnya adalah penanggungjawab program  

acara Coffe Break TV  One. Oleh karena itu pertanggungjawaban 

hukum  program  Coffe Break TV  One tanggal 12 November 2020  

tidak boleh diarahkan kepada Pemohon sehingga kedua laporan  

tersebut erro r  in  p erso n a;

3. Bahwa lazimnya narasumber yang diundang tentu memberikan  

jawaban-jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh  

pembawa  acara program  Coffe Break TV  One, sehingga tidak ada 

unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana 

dipersyaratkan dalam  ketentuan Pasal 187 ayat (1) UU  Pilkada;

4. Bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melalui rapat pleno  

secara resmi menyatakan bahwa wawancara Pemohon di acara  

Coffe Break TV One bukan merupakan kampanye, karena untuk  

dikatakan sebagai kampanye harus memenuhi syarat-syarat dan  

aturannya;

5. Bahwa atas tidak terpenuhinya unsur Pasal 187 ayat (1) UU  

Pilkada, maka Pemohon tidak dapat dinyatakan melakukan  

kampanye di luar jadwal. Akan tetapi Sentra Gakkumdu  

bersikeras meneruskan laporan tersebut ke Bareskrim M abes 

Polri;
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C .  T e r d a p a t  K e s a la h a n  A d m in is t r a s i ( M a la d m in is t r a s i ) B a w a s lu  R I  

d a la m  P r o s e s  P e n a n g a n a n  P e la n g g a r a n

1. Bahwa Bawaslu RI melakukan kesalahan administrasi dalam  

penanganan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pemohon. 

Dimana pelanggaran administrasi tersebut sangat mempengaruhi 

dan berdampak pada elektabilitas Pemohon;

2. Bahwa laporan dugaan pelanggaran kampanye di luar  jadwal sudah  

dilaporkan oleh M iko Kamal selaku koordinator Tim Hukum pada  

tanggal 12 November 2020 di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat 

dan dalam proses penanganan, pada tanggal 17 November 2020  

Bawaslu RI menerima 2 (dua) laporan yang sama yang dilaporkan  

Yogi Ramon Setiawan dan Lesmana;

3. Bahwa atas laporan M iko Kamal, Bawaslu Sumatera Barat secara 

formal melimpahkan perkara a  q u o  ke Bawaslu RI, namun Bawaslu  

RI tidak menindaklanjuti Surat Bawaslu Sumatera Barat untuk  

mengambilalih  laporan  sebagaimana diatur dalam  Pasal 32 ayat (1), 

ayat (2) huruf a dan Pasal 32 ayat (3) UU  Pilkada:

P a s a l 3 2  a y a t  ( 1 )

D a la m  kea d a a n  te r ten tu  B a w a slu , B a w a slu  P ro v in si, a ta u  B a w a slu  

K a b u p a ten /K o ta seca ra b erjen ja n g d a p a t m en g a m b il a lih  

p en a n g a n a n  p e la n g g a ra n  ya n g  m en ja d i L a p o ra n  a ta u  T em u a n  ya n g  

d ila p orka n  kep a d a  B a w a slu  P ro v in si, B a w a slu  K a b u p a ten /K o ta , a ta u  

P a n w a slu  K eca m a ta n .

P a s a l  3 2  a y a t  ( 2 )  h u r u f  a

K ea d a a n  te r ten tu  seb a g a im a n a  d im a ksu d p a d a  a ya t (1 )  d a p a t  b eru p a :  

a. tem pa t d a n  ke jad ia n d u g a a n  p e la ng g a ra n  P em ilih a n  te r ja d i d i 

w ila ya h lin ta s d a era h  p ro v in s i, lin ta s d a era h ka b u p a ten /ko ta , 

lin ta s  kecam a ta n , lin ta s  ke lu ra h a n , d esa , d a n /a ta u  n a m a  la inn ya ;

P a s a l  3 2  a y a t ( 3 )

P en g a m b ila lih a n  seb a g a im a n a  d im a ksu d  p a d a  a ya t (1 ) d ip u tu ska n  

d a la m ra p a t p l  en o B a w a slu , B a w a slu P ro v ins i, B a w a slu  

K a b u p a ten /K o ta , a ta u  P a n w a slu  K eca m a ta n  sesu a i d en g a n  F o rm u lir  

M o d el A . 1 2 .
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4. Bahwa Bawaslu RI dalam  penanganan kedua Laporan a  q u o  harus 

memperhatikan prosedur yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf 

a, huruf c dan huruf  d Peraturan Bawaslu  (Perbawaslu) No. 8 Tahun 

2020 yang berbunyi:

P a s a l 9  a y a t  ( 2 )  h u r u f  a

ke terpen u h a n  sya ra t  fo rm a l d a n  sya ra t m a terie l L a p o ra n ;

P a s a l  9  a y a t  ( 2 )  h u r u f  c

p e lim p a h a n L a p o ra n sesu a i d en g a n tem p a t te rja d in ya d u g a a n  

p e la n g g a ra n  P em ilih a n ; d a n /a ta u

P a s a l 9  a y a  ( 2 )  h u r u f  d

L a p o ra n P em ilih a n ya n g te la h d ita n g a n i d a n d iselesa ika n o leh  

P en g a w a s  P em ilih a n  sesu a i d en g a n  tin gka ta nn ya .

5. Bahwa seharusnya Bawaslu RI dengan memperhatikan ketentuan  

Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf c dan huruf d tidak meregister 

Laporan Yogi Ramon Setiawan dan Lesmana dan/atau 

melimpahkan kedua laporan tersebut kepada Bawaslu Sumatera  

Barat;

D .  P e n e t a p a n  S t a t u s  P e m o h o n  S e b a g a i T e r s a n g k a  S a n g a t  D ip a k s a k a n

1. Bahwa Dittipidum Bareskrim Polri mengeluarkan Surat Perintah  

Penyidikan Nomor: SP.Sidik/1212.2a/XI/2020/Dittipidum, 

bertanggal 23 November 2020 (Sprindik). Dalam  Sprindik tanggal 

23 November 2020, dasar tindak lanjut proses penyidikan atas 

dugaan tindak pidana pemilu  yang dilakukan oleh Pemohon (Ir. H. 

M ulyadi) selengkapnya berbunyi:

Angka 1 Rujukan huruf d

L a p o ra n N o m o r: 14/REG/LP/PG/RI/00.00/X1/2020, tanggal 

17 November 2020

Angka 1 Rujukan huruf e

L a p o ran Nomor 15/ REG/LP/PG/RI/00.00/XI/2020, tanggal 

17 November 2020

Angka 1 Rujukan huruf f

Surat Ketua Bawaslu  Nomor:

0771/K.Bawaslu/PM .06.00/XI/2020, tanggal 21 November 

2020 perihal penerusan  tindak pidana pemilihan.
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Angka 1 Rujukan huruf g

L a p o ra n P o lis i N o m o r: L P /B /0 6 5 9 /X I/2 0 2 0 /B a reskrim , 

T a n g g a l 2 2  N o vem b er  2 0 2 0  a .n . P ela p o r  L esm a n a

2. Bahwa setelah menetapkan Pemohon sebagai tersangka pada 

tanggal 4 Desember 2020 dan diberitahukan secara resmi kepada 

Pemohon  pada  tanggal 5 Desember 2020, Badan  Reserse Kriminal 

M abes Polri menghentikan perkara a q u o dengan menerbitkan  

Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/156.4c/XII/2020/Dittipidum  

tentang Penghentian Penyidikan bertanggal 11 Desember 2020 - 

dua hari setelah pemungutan suara dilaksanakan - dengan alasan  

atau pertimbangan “tidak terdapat cukup bukti;

3. Bahwa melihat rentang waktu antara penetapan tersangka 

dengan penghentian penyidikan, dapat disimpulkan hal itu  

merupakan upaya terstruktur dan sistematis bertujuan untuk  

menurunkan  elektabilitas Pemohon;

4. Bahwa yang menjadi dasar penghentian penyidikan adalah  

“karena perkara tersebut tidak terdapat cukup buktF. Dasar 

penghentian penyidikan dengan alasan tidak terdapat cukup  

bukti menunjukkan  bahwa penegakan  hukum  terhadap  Pemohon  

(Ir. H. M ulyadi) merupakan bukti kuat proses hukum  dipolitisasi 

sedemikian rupa menggunakan upaya yang terstruktur dan  

sistematis melibatkan Sentra Gakkumdu dan Dittipidum  

Bareskrim M abes Polri hanya untuk menurunkan elektabilitas 

Pemohon;

5. Bahwa penghentian Penyidikan dengan alasan tidak terdapat 

cukup bukti secara hukum tidak dapat dibenarkan mengingat 

proses penegakan hukum sudah melalui serangkaian tindakan 

penyelidikan atau klarifikasi dan penyidikan. Apalagi dalam  

proses klarifikasi di Bawaslu RI telah melibatkan Sentra 

Gakkumdu yang didalamnya terdapat penyidik Polri dan  
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Kejaksaan. Sehingga  seharusnya sejak awal kasus ini tidak  dapat 

diteruskan dalam  proses penyidikan;

6. Bahwa fakta penetapan Pemohon sebagai tersangka apabila 

merujuk Pasal 1 angka 14 Ketentuan Umum Undang-Undang  

Nomo 8 Tahun 1981 KUHAP menjelaskan bahwa “ T ersa n g ka  

a d a la h seo ra n g  ya n g ka ren a p erb u a ta n n ya a ta u kea da a n ya ,  

b erd a sa rka n bukti permulaan p a tu t d id u ga seb a g a i p e la ku  

tin d a k  p id a n a

7. Bahwa yang dimaksud “ b u k ti p erm u la a n ” sesuai dengan  

Putusan  M ahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah  

“ m in im a l d u a  a la t b u k ti seb a g a im a n a d im a ksu d  d a la m  P a sa l 

1 8 4 U n d a n g -U n d a n g N o m or 8 T a h u n 1 9 8 1 T en ta n g H u ku m  

A ca ra P id a n a ” . Berpegang dua alat bukti Badan Reserse 

Kriminal M abes Polri telah menetapkan Pemohon (Ir. H. 

M ulyadi) sebagai tersangka. Oleh karena itu, apabila memang  

proses penegakan hukum kepada Pemohon bukan merupakan  

rekayasa melalui serangkaian tindakan terstruktur dan  

sistematis, maka proses penyidikan kepada Pemohon akan harus 

tetap dilanjutkan sampai tahap penuntutan dan persidangan  

sesuai prinsip d u e  p ro cess  o f  la w ,

8. Bahwa  bukti yang menguatkan proses penegakan hukum  kepada  

Pemohon merupakan politisasi dan tidak murni penegakan  

hukum adalah, ketepatan (tim in g ) waktu penetapan tersangka  

pada tanggal 4 Desember 2020 lima hari menjelang pemungutan  

suara. Kemudian  penghentian penyidikan kepada Pemohon  pada  

tanggal 11 Desember 2020 yaitu 2 hari setelah pemungutan  

suara dan masuk pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara;

9. Bahwa waktu 2 (dua) hari sejak selesai tahapan pemungutan  

suara adalah waktu yang cukup untuk mengetahui siapa yang  

memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Gubernur dan  

W akil Gubernur Sumatera Barat dengan  mendasarkan pada hasil 
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q u ick co u n t lembaga survei maupun sistem informasi 

pendukung Sirekap, artinya penghentian penyidikan kepada 

Pemohon  karena  Pemohon  telah  diketahui mengalami kekalahan  

dan target utama politisasi proses penegakan hukum kepada  

Pemohon  telah  tercapai;

E .  A d a u p a y a  m a s if u n t u k  p u b l ik a s i p e n e t a p a n  P e m o h o n  s e b a g a i  

T e r s a n g k a

1. Bahwa terdapat dugaan upaya  yang  masif  untuk  mempublikasikan  

penetapan Pemohon (Ir. H. M ulyadi) sebagai tersangka baik  

melalui media lokal maupun media nasional yang secara terus- 

menerus mempublikasikan dan memframing pemberitaan yang  

menyudutkan  Pemohon;

2. Bahwa terdapat fakta upaya framing dilakukan oleh Tribrata TV,

selain itu pada laman web https://tribratatv.id/kampanye-lebih- 

awal-cagub-sumbar-mulyadi-ditangkap-polisi/  memuat

pemberitaan dengan judul “Kampanye Lebih Awal, Cagub  

Sumbar M ulyadi Ditangkap Polisi” ; (Bukti P-7)

3. Bahwa selain itu, terdapat fakta penetapan Pemohon (Ir. H. 

M ulyadi) sebagai tersangka patut diduga bocor atau sengaja 

dibocorkan. Hal ini dapat dilihat pada status facebook atas nama 

Zulkifli yang membuat status “B rea k in g  n ew s. S a la h  sa tu  ca lo n  

g u b ern u r  d i te ta p ka n  te rsa n g ka .. m a la m  in i... . ”  yang dibuat pada 

tanggal 4 Desember 2020. Faktanya pengum  uman dan  

pemberitahuan resmi penetapan Pemohon (Ir. H. M ulyadi) 

sebagai tersangka oleh Kepolisian diumumkan yaitu  pada tanggal 

5 Desember 2020; (Bukti P-8)

4. Bahwa Surat Penetapan Pemohon (Ir. H. M ulyadi) sebagai 

tersangka bahkan dapat diakses publik pada tanggal 4 Desember 

2020 sebagaimana dapat diketahui pada unggahan foto yang  

disebar pada media group W hatsapp Koto nan Godang Batebho  

oleh Reza  Fahlepi (W alikota Payakumbuh) yang  merupakan  kader 

PKS; (Bukti P-9)
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F .

5. Bahwa selain  itu, Termohon  atau  KPU  Sumbar in  ca su  komisioner 

Izwaryani pada tanggal 5 Desember 2020  juga melakukan framing  

melalui media Langgam.Id yang mengatakan M ulyadi Batal Jadi 

Cagub jika terbukti bersalah (Bukti P-10). Keterangan 

Komisioner KPU Sumatera Barat tersebut dibagikan oleh Aldhy  

Pranata W ijaya dalam  laman facebooknya; {Bukti P-11)

T e r d a p a t  u p a y a  s e c a r a  m a s if  p e m b e r i t a a n  m e d ia  mainstream d a n  

m e d ia  s o s ia l t w it t e r  u n t u k  p u b l ik a s i p e n e t a p a n  P e m o h o n  s e b a g a i  

T e r s a n g k a  d e n g a n  J u t a a n  P e m b a c a  T e r p a p a r  I n f o r m a s i  N e g a t if

1. Bahwa informasi penetapan Pemohon (Ir. H. M ulyadi) sebagai 

tersangka didesain dan disebar secara masif melalui pemberitaan 

pada media mainstrem/media  online dan  media sosial tw itter dengan 

maksud agar diketahui oleh pemilih yang bertujuan untuk 

menggembosi atau menurunkan elektabilitas Pemohon;

2. Bahwa pemberitaan media online berkaitan dengan penetapan  

Pemohon sebagai tersangka sangat terlihat ada upaya framing  

negatif terhadap Pemohon sebagai gambaran beberapa judul 

pemberitaan selalu  menggunakaan narasi yang negatif;

- https://www.edunews.id/news/hukum/bareskrim-polri-akan- 

jemput-tangkap-calon-gubernur-sumatera-barat-mulyadi

Bareskrim Polri Akan Jemput 

Tangkap Calon Gubernur Sumatera 

Barat Mulyadi
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- https://tribratatv.id/kampanye-lebih-awal-cagub-sumbar-

mulyadi-ditangkap-polisi/

Kampanye Lebih Awal, Cagub Sumbar Mulyadi 

Ditangkap Polisi

n o m

3. Bahwa berdasarkan pengumpulan dan monitoring berita (Bukti P- 

12) “penetapan Pemohon sebagai tersangka” pada media mainstrem  

dan media tw itter dengan skala pemberitaan pada tanggal 05-10  

Desember 2020, dengan menggunakan 6 kata kunci berbeda seperti 

“M ulyadi Tersangka” , “M ulyadi Diperiksa” , “M ulyadi Ditahan” , 

“M ulyadi Batal Cagub” , “M ulyadi Bisa Dibatalkan Bila Terpilih” , 

“M ulyadi M angkir Dari Pemeriksaan Bareskrim ” , didapatkan  

informasi dan fakta sebagai berikut:

J u m l a h  T w i t t

J
u

m
l

a
h

 
T

w
i

t
t

B u l a n  [ D e c e m b e r  2 0 2 0 ]

4. Bahwa hasil monitoring terhadap pemberitaan dengan 6 kata kunci 

berbeda seperti “M ulyadi Tersangka” , “M ulyadi Diperiksa” , 

“M ulyadi Ditahan” , “M ulyadi Batal Cagub” , “M ulyadi Bisa 

Dibatalkan Bila Terpilih” , “M ulyadi M angkir Dari Pemeriksaan 

Bareskrim” , dengan sasaran monitoring media  tw itter, terdapat fakta 
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bahwa pada tanggal 05 Desember 2020 terdapat 26 pemberitaan 

yang menginformasikan Pemohon sebagai tersangka. Kemudian 

tanggal 6 Desember 2020  terdapat 15 pemberitaan. Selanjutnya pada 

tanggal 9 Desember 2020 atau  tepatnya pada saat pemungutan suara 

pemberitaan Pemohon sebagai tersangka kembali meningkat 

sebanyak 17 pemberitaan;

5. Bahwa, monitoring selanjutnya dilakukan pada tingkat 

keterjangkauan orang (pembaca) atas pemberitaan penetapan  

Pemohon sebagai tersangka di media sosial tw itter adalah sebagai 

berikut:

J u m l a h  T w i t t  

7,406.886 

6.831,138

_ 6W AmL & J i b
-m

I 4t, 4-596'69S

s A i t i t a S L
1

OecS Dec6 Dec7 0ec8 Dec 5 Declo

Bulan (December 2020]

6. Bahwa dapat dilihat tingkat keterjangkauan orang atas berita  

penetapan  Pemohon sebagai tersangka di tw itter yaitu pada tanggal 

5 Desember 2020  dengan  adanya 26 pemberitaan sudah menjangkau  

4.596.695 orang. Tanggal 6 Desember 2020, dengan adanya 15 

pemberitaan sudah menjangkau 7.406.886 orang, tanggal 9  

Desember 2020, dengan adanya 17 pemberitaan sudah menjangkau  

6.831.138 orang;

7. Bahwa selain media twitter, monitoring pemberitaan “penetapan  

Pemohon sebagai tersangka” juga dilakukan terhadap media 

m a in strea m (berita online) dengan menggunakan 6 kata kunci 

berbeda seperti “M ulyadi Tersangka” , “M ulyadi Diperiksa” , 

“M ulyadi Ditahan” , “M ulyadi Batal Cagub” , “M ulyadi Bisa
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Dibatalkan Bila Terpilih” , “M ulyadi M angkir Dari Pemeriksaan

Bareskrim” , didapatkan data dan fakta sebagai berikut:

1  

o

■ g  

s

« 3

I

w

E

□

J u m l a h  B e r i t a  O n l i n e

B u l a n  [ D e c e m b e r  2 0 2 0 ]

8. Bahwa hasil monitoring  terhadap  pemberitaan “penetapan Pemohon  

sebagai tersangka” , dengan  6 kata  kunci diatas didapatkan fakta pada 

tanggal 5 Desember 2020 terdapat 150 pemberitaan online, 

sedangkan tanggal 6 Desember 2020 terdapat 35 pemberitaan. 

Tanggal 7 Desember 2020 terdapat 40 pemberitaan, sehingga  

apabila dilihat timeline dari tanggal 5-9 Desember 2020  

pemberitaan Pemohon sebagai tersangka masih  berlangsung;

9. Bahwa apabila dilihat dari tingkat keteijangkauan orang (pembaca) 

terhadap pemberitaan penetapan Pemohon sebagai tersangka, 

menunjukkan fakta dan data begitu masifnya tingkat 

keterjangkauannya  yang selengkapnya sebagai berikut:

2 C 0 0 K  

'S

1 5 0 0 K

s

CO
c

3  W O O K

&

c
■

5 0 0 K

J a n g k a u a n / K e t e r j a n g k a u a n  B e r i t a  O n l i n e  ( o r a n g )

2 , 3 6 0 , 9 3 8

1 ’ 8 8 0 ' 8 9 4  1 , 8 1 7 , 5 2 1

1 , 7 0 5 , 6 1 5  .

1 , 0 1 5 , 4 4 5

3 6 2 , 2 5 7

D e c  5  D e c  6  D e c  7  D e c  8  D e c  9  D e c  1 0

B u l a n  [ D e c e m b e r  2 0 2 0 ]
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10. Bahwa tingkat keterjangkauan pemberitaan penetapan Pemohon  

sebagai tersangka menunjukkan masifnya tingkat 

keterjangkauannya. Pemberitaan tanggal 5 desember 2020  

menjangkau 2.360.938 orang, tanggal 6 Desember menjangkau  

1.015.445 orang sampai tanggal 10 Desember 2020 pemberitaan 

menjangkau 1.817.521 orang;

11. Bahwa apabila diperhatikan rentang waktu pemberitaan media 

online dari tanggal 05 - 10 Desember 2020, tingkat 

keterjangkauannya rata-rata diatas 1 juta orang dan berdasarkan 

penalaran yang wajar keterjangkauan itu telah mempengaruhi 

preferensi pemilih  terhadap  Pemohon;

12. Bahwa apabila dilihat tim e lin e pemberitaan yang secara masif 

tersebar dari tanggal 5 Desember sampai tanggal 9 Desember 2020, 

merupakan waktu krusial untuk Pemohon menjaga elektabilitas 

suara. Apalagi pada masa tenang antara tanggal 6-8 Desember 

2020, pemberitaan Pemohon (Ir. H. M ulyadi) sebagai tersangka  

masih masif dan secara psikologis hal ini sangat mempengaruhi 

preferensi pilihan pemilih terhadap Pemohon;

13. Bahwa berdasarkan  pengumpulan dan monitoring  berita “penetapan  

Pemohon sebagai tersangka” pada media mainstream dan media 

sosial tw itter di atas, secara nyata telah terjadi upaya yang sangat 

masif melalui pemberitaan “Pemohon (Ir. H. M ulyadi) sebagai 

tersangka” yang dilakukan dengan rentang waktu 5-9  Desember 

2020 merupakan upaya untuk menggembosi atau menurunkan  

elektabilitas suara yang dimihki oleh Pemohon secara terstruktur, 

sistematis, dan masif;
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G . P e m il ih T e r p a p a r B e r i t a “ M u ly a d i T e r s a n g k a ” T id a k  

M e n g g u n a k a n  H a k  P i l ih  a t a u  P a l in g  T id a k  M e n g a lih k a n  P i l ih a n n y a

1. Bahwa akibat pemberitaan secara masif terhadap penetapan Pemohon  

sebagai tersangka, telah secara nyata merugikan elektabilitas dan  

tingkat keterpilihan  Pemohon;

2. Bahwa akibat pemberitaan masif tersebut, pemilih telah terpapar 

pemberitaan negatif yang telah didesain secara terstruktur, sistematis, 

dan masif. Akibatnya  pemilih  telah  mengalihkan  pilihannya  atau paling  

tidak  tidak menggunakan pilihannya  dalam  Pilkada 2020;

3. Bahwa paling tidak terdapat 2 indikator yang menunjukkan pemilih  

terpapar berita negatif terhadap Pemohon (Ir. H. M ulyadi), sehingga 

mempengaruhi keterpilihan dan hasil Pilkada 2020 di Provinsi 

Sumatera Barat;

4. Bahwa indikator pertama, terlihat dari penurunan elektabilitas 

Pemohon (Ir. H. M ulyadi) secara tajam dibandingkan dengan hasil 

survei yang dilakukan secara berkala di Propinsi Sumatera Barat. 

Pemohon dalam beberapa kesempatan survei berada dalam urutan  

pertama secara konsisten, sebagaimana terpotret dalam survei yang  

dilakukan oleh Poltracking Indonesia tanggal 25-30 November 2020  

sebagai berikut: (Bukti P-13)

T a b e l  I I I

H a s i l  S u r v e i  P a s c a  P e n d a f t a r a n  P a s a n g a n  C a lo n

Nomor

Unit

Pasangan  Calon Hasil Survei

1 IR. H. M ULYADI dan Drs. H. ALI 

M UKHNI

37.2%

2 NASRUL ABIT  dan INDRA  CATRI 27.5%

3 FAKHRIZAL dan GENIUS UM AR 25.2%
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4 M AHYELDI ANSHARULLAH dan

AUDY  JOINALDY

5.4%

Tidak Tahu/Belum  Punya Pilihan 4.7%

5. Bahwa tingkat keterpilihan Pemohon paling tinggi tidak hanya jelang  

pemungutan suara - sebelum  penetapan tersangka  -  tapi juga sebelum  

pendaftaran Pasangan Calon yang terpotret dari survei yang dilakukan 

Saiful M ujani Reseach & Consulting tanggal 4-10 Agustus 2020  

sebagai berikut: (Bukti P-14)

T a b e l  I V

H a s il  S u r v e i  S e b e lu m  P e n d a f t a r a n  P a s a n g a n  C a lo n

Nomor

Urut

Bakal Pasangan  Calon Hasil Survei

1 IR. H. M ULYADI dan Drs. H. ALI

M UKHNI

36.8%

2 NASRUL ABIT  dan INDRA  CATRI 25.1%

3 M AHYELDI ANSHARULLAH dan

AUDY  JOINALDY

17.6%

4 FALDO  M ALDINI dan ALEX  INDRA

LUKM AN

3.5%

Tidak Tahu/Belum  Punya Pilihan 17.0%

6. Bahwa penetapan Pemohon (Ir. H. M ulyadi) sebagai tersangka pada 

tanggal 4 Desember 2020  jelang  masa  tenang  menurut penalaran hukum  

yang wajar telah  berdampak  secara signifikan  terhadap  perolehan  suara 

Pemohon;

7. Bahwa indikator kedua, adanya pemyataan pemilih yang menyatakan  

tidak menggunakan hak pilihnya atau paling tidak menggunakan hak  

pilih dengan cara memilih calon lainnya karena adanya pemberitaan  

bahwa Pemohon telah ditetapkan menjadi tersangka dan telah  

dilakukan  penahanan. (Bukti P-15)
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V .  K E S I M P U L A N

25. Bahwa upaya penegakan hukum  dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan  

oleh Gakkumdu  dan Badan Reserse Kriminal Umum  M abes Polri diduga untuk 

menggembosi elektabilitas Pemohon. Proses penanganan pelanggaran di 

Gakkumdu dilakukan secara cepat dan didesain agar Pemohon (Ir. H. M ulyadi) 

tidak memiliki waktu yang cukup untuk menghadiri proses klarifikasi yaitu  

proses kajian awal dan klarifikasi terhadap Pemohon dilakukan secara 

bersamaan yaitu antara tanggal 17-20 November 2020. Akan tetapi pada 

tanggal 21 November 2020 Ketua Bawaslu langsung meneruskan proses ke 

Badan Reserse Kriminal Umum M abes Polri. Pada tanggal 4 desember 2020  

Pemohon ditetapkan sebagai tersangka (5 hari sebelum  pemungutan suara) dan  

Proses penyidikannya  dihentikan  pada tanggal 11 Desember 2020  (2 hari setelah  

pemungutan suara) dengan alasan “tidak cukup bukti” .

26. Bahwa Pemohon yang diundang TV One sebagai narasumber dalam acara 

Coffe Break TV  One diduga dipaksakan memenuhi unsur Pasal 187 ayat (1) 

UU Pilkada tentang pelanggaran kampanye di luar jadwal” dan diduga 

dipaksakan proses penegakan hukumnya. Hal ini diperkuat dengan hasil 

kajian dari Komisi Penyiaran RI yang menyatakan peristiwa tersebut bukan  

sebagai kampanye di luar  jadwal dan tidak memenuhi unsur kampanye di luar 

jadwal.

27. Bahwa diduga Bawaslu RI melakukan kesalahan administrasi terhadap  

penanganan laporan dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal. yaitu  

P e r t a in  a laporan dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal sudah 

dilaporkan dan diproses oleh Bawaslu Sumatera Barat akan tetapi Bawaslu  

RI tidak menindaklanjuti proses pengambilalihan laporan berdasarkan surat 

permohonan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat” . K e d u a , Bawaslu RI 

tidak cermat dalam melakukan kajian awal terhadap 2 (dua) laporan baru  

yang memiliki kesamaan Subyek Terlapor dan Objek Laporan yang mana 

terdapat laporan terdahulu yang sedang ditangani oleh Bawaslu Provinsi 

Sumatera Barat. K e t ig a , Bawaslu RI tidak memfasilitasi proses klarifikasi 
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yang cukup kepada Pemohon dan saksi-saksi dengan menggunakan metode  

klarifikasi d a rin g dan tetap memaksakan upaya klarifikasi dilakukan di 

Kantor Bawaslu RI, sehingga mengakibatkan Pemohon tidak mendapatkan 

kesempatan yang cukup untuk melakukan klarifikasi atau melakukan  

pembelaan diri.

28. Bahwa penetapan status Pemohon sebagai tersangka dipaksakan diterbitkan 

menjelang masa tenang dan  menjelang pemungutan  suara” yaitu  pada  tanggal 

4 Desember 2020, sehingga patut diduga penetapan tersebut didesain untuk  

mempengaruhi preferensi pemilih yang akan menggunakan hak  pilihnya  pada 

tanggal 9 Desember 2020. Selanjutnya tanggal 11 Desember 2020, 

penyidikan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon dihentikan  

(Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan) dengan dasar “tidak terdapat 

cukup  bukti” .

29. Bahwa terhadap  status penetapan Pemohon sebagai tersangka terdapat upaya 

untuk mempublikasikan secara masif yang dilakukan oleh pihak-pihak  

tertentu. Selain itu, terdapat penggiringan opini melalui media “Tribrata TV” , 

dan penyebaran masif dilakukan oleh W alikota Payakumbuh melalui media  

sosial (W hatsapp)” . Selain itu berdasarkan monitoring media terhadap  

pemberitaan penetapan Pemohon sebagai tersangka, telah memapar jutaan  

orang (pembaca) berdasarkan  berita tersebut. Hal ini patut diduga merupakan  

upaya-upaya secara massif untuk mempengaruhi preferensi pemilih dan  

untuk menggembosi atau menurunkan elektabilitas (keterpilihan) Pemohon.

30. Bahwa terhadap pemberitaan secara masif tersebut, telah secara nyata 

mempengaruhi preferensi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Akibat 

pemberitaan tersebut, pemilih tidak menggunakan hak pilihnya atau paling tidak  

telah mengalihkan pilihannya kepada  pasangan calon lainnya.
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V I .  P E T I T U M

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon  

kepada M ahkamah  Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. M engabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. M embatalkan K e p u t u s a n  K o m is i P e m il ih a n  U m u m  P r o v in s i S u m a t e r a  

B a r a t N o m o r : 1 1 3 /P L .0 2 .6 - K p t /1 3 /P r o v /X I I /2 0 2 0  t e n t a n g  P e n e t a p a n  

R e k a p itu la s i H a s il P e n g h itu n g a n  S u a r a  P e m ilih a n  G u b e r n u r  d a n  W a k il  

G u b e r n u r  S u m a t e r a  B a r a t  T a h u n  2 0 2 0 , t a n g g a l 2 0  D e s e m b e r  2 0 2 0 ;

3. M emerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat 

(Termohon) untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh Tempat 

Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Gubernur dan W akil Gubernur 

Sumatera Barat;

4. M emerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat 

(Termohon) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila M ahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya 

(ex  a eq u o  e t b o n o \

Hormat Kami,

K U H U W U M  P E M O H O N

J a m il B u r h a n u d d in .  S .H .

I k h w a n  F a h r o j ih , S .HE f r iz a ,  S .H . M .H .L i

S la m e t  S a n t o s o ,  S .H . I b n u s ip u t r a  R o m e lc o , S .H
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